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MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4)
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19
Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-
undangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia tentang Pedoman dan Tata Cara
Sertifikasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon
Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-

undangan,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2016, No.909

Menetapkan

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4019);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Calon
Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-
undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1256);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON
PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional Calon
Perancang adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai
Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama.
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang
selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit
organisasi penyelenggara fungsi pendidikan dan
pelatihan bagi aparatur sipil negara, baik yang sifatnya
berdiri sendiri maupun bagian dari satuan wunit
organisasi pada instansi pemerintah.

Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan yang
selanjutnya disebut Instansi Pembina Diklat adalah
Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional
bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang yang
selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum.

Sertifikasi adalah penilaian yang dilakukan oleh Instansi
Pembina terhadap kelayakan penyelenggaraan Diklat
Fungsional Calon Perancang.

Tim Sertifikasi adalah tim yang bertugas melaksanakan
penilaian terhadap kelayakan penyelenggaraan Diklat

Fungsional Calon Perancang.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 2

Lembaga Diklat dapat menyelenggarakan  Diklat
Fungsional Calon Perancang.
Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mendapat Sertifikasi dari Instansi Pembina.
Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:
a. kelembagaan Diklat Fungsional,
b. program Diklat Fungsional Calon Perancang;
c. sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola

Diklat Fungsional Calon Perancang; dan

d. tenaga pengajar.

Pasal 3
Penilaian terhadap unsur kelembagaan Diklat Fungsional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a
dengan bobot 20% (dua puluh per seratus) meliputi
komponen:
a. dasar hukum pendirian Lembaga Diklat;
b. administrasi penyelenggaraan Diklat Fungsional

Calon Perancang;

c. sarana Diklat Fungsional Calon Perancang;

d. prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang;
e. pembiayaan Diklat Fungsional Calon Perancang;
f.  lokasi dan lingkungan Diklat;

g. kualitas penyelenggaraan Diklat; dan

h. jumlah tenaga pengajar.

Penilaian terhadap unsur program Diklat Fungsional
Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) huruf b dengan bobot 30% (tiga puluh per
seratus) meliputi komponen:

a. kurikulum Diklat Fungsional Calon Perancang;

b. bahan Diklat Fungsional Calon Perancang;
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c. metode pembelajaran Diklat Fungsional Calon
Perancang;

d. jangka waktu Diklat Fungsional Calon Perancang;

e. peserta Diklat Fungsional Calon Perancang; dan

f. pedoman pelaksanaan Diklat Fungsional Calon
Perancang.

(3) Penilaian terhadap wunsur sumber daya manusia
penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon
Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf ¢ dengan bobot 15% (lima belas per seratus)
meliputi komponen:

a. pendidikan formal;
pendidikan di bidang kediklatan;

c. pengalaman menyelenggarakan dan mengelola
Diklat;

d. jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan
pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang; dan

e. kejelasan tugas dan tanggung jawab sumber daya
manusia penyelenggara dan pengelola Diklat
Fungsional Calon Perancang.

(4) Penilaian terhadap unsur tenaga pengajar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dengan bobot
35% (tiga puluh lima per seratus) meliputi komponen:

a. pendidikan formal;

b. pendidikan di bidang kediklatan;
c. pengalaman jabatan;

d. pengalaman mengajar; dan

e. bidang spesialisasi.

BAB II
PENILAIAN KELEMBAGAAN DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 4
Penilaian terhadap dasar hukum pendirian Lembaga Diklat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a

meliputi keabsahan:



